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9. PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN

DENGAN HUKUM PADA PERADII-AN PIDANA

Retno Dewi Pulung Sari

Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

Retno.dewi@ukdc.ac.id

Abstrak
Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) baik itu pelaku, korban
ataupun saksi mempunyai hak untuk dilindungi. Undang-Undang
Nomor n Tahun zorz tentang Sistem Peradilan Pidana anak dan aturan
yang lain telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk
melindungi seluruh kepentingan anak. Namun tidak cukup hanya itu,
pemahaman para penegak hukum, pengampu (orangtua dan wali) serta
lingkungan sekitar tetap harus memahami kepentingan tersebut.
Sehingga tetap sejalan mengenai perlindungan anak yang masuk dalam
proses peradilan pidana karena selama ini justru lingkungan sekitar yang
justru menjadikan anak menjadi korban.
Kata Kunci : Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH),
Perlindungan, Diversi

Latar Belakang Masalah
Bonus demografi Indonesia saat ini adalah penduduk Indonesia yang

banyak berusia dibawah 18 tahun. Usia yang masih muda memiliki
kelemahan secara fisik dan belum matang dalam pemikiran, sehingga

mengakibatkan anak meniadi sangat rentan untuk menjadi korban
kejahatan. Bahkan kemampuan untuk memilah apa yang baik ataupun
yang jahat pun belum berkembang secara sempurna sehingga anak
dapat menjadi pelaku kejahatan. Berita di kompas tanggal 8 I t I zorg

menyampaikan informasi bahwa pada tahun zorS jumlah anak yang

berhadapan dengan hukum (ABH) mengalami peningkatan dibanding
pada tahun zot7. Pada tahun zor8 sejumlah r.434 kasus anak yang

berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.

Meskipun berbagai kejahatan yang dilakukan oleh ABH namun kasus

1,21
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yang teriadi pada anak tersebut banyak yang timbul oleh karena

kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang di luar ataupun dalam

keluarga korban sendiri. Hasil riset KPAI pada r5 lapas anak

menunjukkan bahwa faktor pendorong perbuatan keiahatan tersebut

dimulai dari pergaulan di sekolah, keluarga, atau pertemanan hingga

media sosial. Jenis perbuatan melanggar hukum yang banyak dilakukan
oleh anak antara lain adalah perbuatan mengambil barang milik orang

lain / mencuri, kekerasan fisik, penganiayaan, tawuran, hingga

berkembang menjadi pembacokan (Halim, zorg)
Teriadinya kejahatan yang terjadi pada anak-anak berawal dari

tingkat pemahaman masyarakat yang rendah mengenai hukum yang

berlaku dan masyarakat yang tidak memahami mengenai hak anak.

Anak mudah meniru apapun yang dilakukan oleh orangtua dan

sekitarnya, sehingga ikut meniru pula kesalahan yang dilakukan oleh

orangtua. Sehingga keiahatan yang dilakukan oleh anak semakin banyak
tanpa tahu jelas bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan korban

sehingga anak tersebut akan berhadapan dengan hukum. Pada Anak
yang memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan yang tidak
sesuai dengan norma yang berlaku pada masyarakat akan disebut anak

nakal dan patut dihukum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak pada pasal r butir z huruf b menyatakan bahwa, anak

yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik
menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut aturan yang

lain meniadi hukum positif yang mengakibatkan anak dikualifikasikan
sebagai anak nakal apabila melakukan perbuatan yang dikualifikasikan
sebagai :

Perbuatan yang dianggap nakal atau salah tersebut seolah seperti

selalu ditempelkan pada anak. Anak akan selalu berbuat nakal, orangtua

L22

r. Perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut
peraturan perundang-undangan

z. Perbuatan yang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan

berlaku dalam masyarakat.
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tidak berbuat nakal karena sudah paham perbuatannya, demikian
anggapan masyarakat kebanyakan tentang anak. Seperti halnya yang

diwartakan oleh mediai (Tribun Media, zorg) mengenai seorang anak

yang berumur 16 tahun diduga melakukan pencurian. Anak tersebut

dipaksa untuk mengaku telah melakukan kesalahan dengan kekerasan

yang dilakukan oleh perangkat desa dan orang-orang dewasa lainnya

yang mengarah kepada penganiayaan. Jika warga paham mengenai

hukum, akan lebih baik jika melaporkan ke pihak aparat penegak

hukum. Namun yang terjadi .lustru perangkat desa dan warga melakukan

tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan trauma bagi anak

tersebut. Anak yang semestinya dilindungi justru mendapatkan

kekerasan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang

melakukan adalah orang-orang yang dianggap dapat meniadi pemimpin
bagi warganya karena kebi.iaksanaannya. Anak telah menjadi korban dari
lingkungannya dengan sengaja ataupun tidak sengaia.

Demikian pula yang terjadi, dimana para pejabat negara yang

seharusnya melindungi warga negaranya terutama kepada anak yang

berhadapan dengan hukum, ternyata juga tidak melakukan yang

seharusnya. Anak-anak warga negara Indonesia yang berhadapan

dengan hukum yang ada di luar negeri dibiarkan tinggal di rumah
tahanan bersama tahanan-tahanan dewasa oleh peiabat negara

Indonesoa yang memiliki kewenangan. Pejabat negara dalam hal ini
adalah konsulat jendral atau kedutaan besar negara Republik Indonesia

yang berdomisili di luar negeri. Ketiadaan perlindungan hukum dari
pemegang kewenangan mengakibarkan banyak hal yang dapat terjadi
pada anak-anak tersebut mulai kekerasan verbal hingga kekerasan fisik
karena secara fisik mereka masih kecil sehingga tidak mempunyai

kemampuan untuk melawan atau melindungi dirinya
Padahal Pasal 3 Undang-Undang Nomor uTahun zor2 tentang

sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang

menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana antara lain, yakni :

a. dipelakukan secara manusiawi dengan memperhatikan
kebutuhan sesuai dengan umurnya

723



belun
rePres

semal

hipotr
masy;

besar

atas

meml

zor4).

meml
pemb

agar t

tentu
baik ,

dan n

deng
atau

anak.

dewa

tingk
dican

untul
mem

diper

oknu
dalar

besal

belai,

ada c

hingl

biasa

b. dipisahkan dari orang dewasa

c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
d. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakukan lain yang

kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajad dan

martabatnya

e. tidak ditangkap, ditahan atau dipeniara, kecuali sebagai upaya

terakhir dan dalam waktu yang paling singkat

f. memperoleh pendampingan orang tua / wali dan orang yang

dipercaya oleh Anak

C. memperoleh advokasi sosial

h. memperoleh kehidupan pribadi
i. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Aturan ini hanya akan menjadi aturan tertulis namun tidak hidup di
masyarakat jika tidak dilaksanakan. Hukum tidak lagi memiliki arti jika

tidak diapat memberikan manfaat bagi warga negaranya.

Pembahasan
Pemerintah sebenarnya telah membuat aturan perundang-

undangan untuk memberi perlindungan bagi anak yang berhadapan

dengan hukum (ABH), baik itu pelaku maupun korban yang selama ini
belum menjadi subyek sepenuhnya bagi undang-undang yang dibuat
oleh pemerintah. ABH tidak memiliki kekuatan untuk membela dirinya
sendiri, sehingga perlu didampingi oleh orangtua atau wali yang

mendampingi. Masyarakat dapat meniadi seperti pisau bermata dua

terhadap kondisi ABH, dimana satu sisi menyadari bahwa anak

merupakan mahluk yang lemah namun orang yang lebih tua iuga mudah
meluapkan emosi kepada anak sehingga anak menjadi korban.

Anak yang telah melakukan kesalahan seharusnya diproses

menurut aturan yang berlaku, yang saat ini telah lebih memandang

keadaan psikologis anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Pemidanaan menjadi sanksi yang diharapkan oleh masyarakat yang

ingin mencari keadilan namun masyarakat melupakan bahwa anak

L24
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belum dapat membedakan yang baik dan dan yang salah. Semakin

represifsanksi pidana yang dirumuskan bagi anak, maka mencerminkan
semakin represif masyarakat dalam mereaksi kenakalan anak. Secara

hipotetis-teoritis dapat dikatakan, bahwa semakin represif suatu

masyarakat dalam merespon kenakalan anak, maka berarti semakin

besar kemungkinan bagi anak untuk tidak memperoleh perlindungan
atas hak-haknya. Dengan demikian berarti semakin kecil anak

memperoleh perlindungan terbaiknya (the best interest for child) (Adi,

zor4). Keberadaan orangtua dan lingkungan yang sebenarnya harus

memberikan pendidikan yang baik bagi anak, sehingga fungsi
pemberian sanksi pidana iuga menjadi bagian dari proses mendidik anak

agar tidak menfadi anak yang nakal. Anak yang sering dihukum belum
tentu akan menjadi lebih baik, orangtua harus mencari cara yang lebih
baik daripada sekedar menghukum agar anak mengerti kesalahannya

dan memperbaiki kesalahan tersebut.
Dalam praktek seringkali teriadi ABH menjalani pidana bersarna

dengan orang dewasa dengan alasan tidak ada sel khusus untuk anak

atau karena di daerah tersebut belum ada Lembaga Pemasyarakatan

anak. Praktek penempatan secara bersama antara anak dengan orang

dewasa juga seringkali teriadi selama proses peradilan, misalnya di
tingkat penyidikan di kepolisian dimana tahanan anak seringkali
dicampur dengan tahanan orang dewasa atas alasan tidak ada sel khusus

untuk anak atau atas alasan terbatasnya ruangan sel (Adi, zor4). Hal ini
memperberat beban yang harus ditanggung ABH karena mereka juga

diperlakukan tidak sewajarnya, baik oleh sistem yang salah ataupun

oknum aparat yang salah memperlakukan ABH, ataupun orang yang

dalam sel yang sama. Sehingga faktor anak menjadi korban semakin

besar. Bahkan saat anak belum menyadari kesalahannya, anak dapat

belajar melakukan kejahatan lebih besar dari pelaku pidana lainnya yang

ada dalam sel atau lapas.

Keberadaan ABH yang harus menghadapi proses penyidikan
hingga penuntutan sebenarnya akan dapat mengalami trauma yang luar
biasa. Hal tersebut mengakibatkan anak dapat meniadi makin nakal atau
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iustru mentalnya akan hancur. Pentingnya memperlakukan anak pelaku
pelanggaran pada saat penyidikan yang merupakan kontak awal (inirial
contact), karena lebih banyak menimbulkan dampak negatifyang sangat

merugikan bagi perkembangan si anak. Tindakan yang berupa kekerasan

secara fisik atau penggunaan bahasa yang kasar (ovoid horm) yang
dilakukan oleh penyidik harus dihindarkan, karena kontak awal antara
penyidik dengan anak merupakan pangkal tolak bagi perkembangan
pribadi si anak selanjutnya, apakah ia akan menjadi baik atau mungkin
sebaliknya. (Sambas, zoro). Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan
Anak telah mengatur proses penyidikan hingga penuntutan yang dapat
mengurangi beban psikologis anak yang dapat merusak masa depannya.

Kondisi masyarakat yang lebih mudah untuk menjatuhkan mental
akan makin mempersulit ABH beserta keluarganya, apakah posisinya

sebagai korban, pelaku, dan saksi. Perlindungan dalam proses

penuntutan juga diberikan dalam Pasal zz Undang-Undang Sistem

Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, Penyidik, Penuntut
Umum, Hakim, Pembimbing kemasyarakatan, Advokat atau pemberi
bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara
Anak, anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau

atribut kedinasan. Atribut kedinasan penegak hukum secara formal akan

membuat ABH trauma, sehingga dalam sidang tidak dipakai toga atau

atribut lainnya

Undang-Undang Nomor u Tahun 2or2 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak menyampaikan bahwa ABH dalam posisi apapun harus
tetap dalam perlindungan. Pada pasal 19 menyatakan bahwa :

a. Identitas Anak, Anak korban, dan/atau anak saksi wajib
dirahasiakan wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media

cetak ataupun elektronik
b. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (r) meliputi nama

Anak, nama Anak Korban, nama Anak, nama Anak Korban,
nama Anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain
yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, anak Korban,
dan/atau Anak Saksi

L26



pelaku
(initiol
sangat

:erasan

) yang

antara
)angan

rngkin
adilan
dapat

rnnya.

nental
;isinya

)roses

iistem

Luntut

mberi
rrkara

atau

I akan

r atau

Iia

In

ta

Ldilan

harus

r. Untuk memperbaiki pribadi dan penjahatnya itu sendiri
z. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan keiahatan

3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu

untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnnya, yakni penjahat
yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

(Sambas, zoro) Tujuan menjadi jera akan sangat memungkinkan
terjadi, namun juga meninggalkan bekas yang dalam. Pelaku, saksi

maupun korban tetaplah mengalami suatu kegoncangan jiwa

namun sistem hukum dalam Undang-Undang tentang Sistem

Peradilan Anak diharapkan dapat memperkecil trauma tersebut.

a. mencapai perdamaian antara korban dan anak

b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

127

Perlindungan akan identitas ABH dari pandangan masyarakat,

diharapkan akan menjauhkan stigma dalam kehidupan ABH berikut
keluarganya. Perlindungan hingga anak keluar dari lapas juga tetap

diperlukan.. Proses pemidanaan yang dilakukan kepada ABH khususnya
pelaku tindak kejahatan tetap perlu dilakukan agar masyarakat juga

memahami bahwa hukum berlaku tidak tebang pilih. Hanya saia dalam
proses dan pemidanaan juga perlu dilihat subyek hukum yang terlibat.
ABH tidak boleh dijadikan obyek melainkan subyek. Tiga pokok
pemikiran tentang tuiuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan,

yaitu:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun zor5

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang
Belum Berumur rz (dua belas) tahun dibuat sebagai dasar gerakan

pemerintah untuk menialankan Undang-Undang Sistem Peradilan
Pidana Anak dengan segala kekhususannya. Pada pasal z Undang-
Undang tentang pelaksanaan Diversi menyampaikan tentang Pedoman
pelaksanaan diversi yang bertujuan :
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Diversi ini membuat pelaku anak memiliki rasa tanggung jawab namun

tidak mengakibatkan ketakutan yang luar biasa karena penyelesaian

perkara dapat dilakukan di luar proses peradilan. Sementara itu korban
dan keluarga juga dipulihkan. Seperti halnya yang diterangkan dalam
Pasal 3 Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi,

yaitu:

Setiap penyidik, Penuntut umum, dan hakim dalam memeriksa

anak wajib mengupayakan diversi
Diversi sebagimana dimaksud dalam ayat (r) dilaksanakan dalam
hal tindak pidana yang dilakukan :

a. diancam dengan pidana penjara di bawah z (tujuh) tahun
dan

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Proses penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan ini bukan
menghilangkan kesalahan anak, namun untuk mencapai perdamaian

antara korban dan anak. Semenjak pendidikan usia dini, anak-anak telah
diajari untuk saling memaafkan jika terjadi kesalahan diantara mereka.

Sehingga sudah sewajarnya Pelaku ABH menyadari kesalahannya dan

meminta maaf atas segala kesalahannya, korban memberikan maaf
sehingga tercapai pendamaian diantara mereka. Pelaku ABH tidak
begitu saja menghilangkan tanggung iawab, keluarga dari pelaku ABH

akan ikut bertanggungjawab. Pertanggungjawaban itu dapat berupa
pemberian kompensasi atau ganti kerugian pada keluarga korban.

Pelaksanaan diversi ini merupakan salah satu cara pelaksanaan

restorative justice, dimana pelaku ABH beserta keluarga berusaha untuk
memperbaiki keadaan korban seperti sebelum peristiwa tersebut terjadi.
Mengembalikan seperti semula kemungkinan sangat sulit, namun dalam

niat baik dari pelaku dan keluarga yang telah menyesal patut diberi
kesempatan terutama bagi ABH yang telah menyadari kesalahan

sepenuhnya. Perlindungan hukum terhadap anak tidak semata-mata

menghilangkan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap ABH. Sifat
pemidanaan ini bukanlah semata-mata hanya bersifat Punitif
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(menghukum) maupun mencari-cari kesalahan anak, tetapi untuk
memperbaiki anak dengan menghindarkannya dari perbuatan-

perbuatan yang akan dilakukan oleh masyarakat (Teguh, zor8)

Dalam proses pencapaian pendamaian itu tetap harus dilihat
kepentingan ABH. Korban pun juga harus dilindungi kepentingannya

karena akibat terjadinya peristiwa tersebut, jangan sampai korban

menjadi korban sekali lagi dengan adanya stigma yang diberikan oleh

masyarakat kepada korban. Pasal 6 Peraturan Pemerintah tentang

Pedoman Diversi menyampaikan bahwa : Proses Diversi waf ib
memperhatikan:

a. kepentingan korban
b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak

c. Penghindaran stigma negatif
d. Penghindaran pembalasan

e. Keharmonisan masyarakat, dan

f. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum
Pada kasus-kasus tertentu, penangkapan ABH yang diduga

melakukan tindak pidana dilakukan oleh pihak aparat. Dalam hal
perlunya dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap seorang

anak, orangtua atau wali harus sesegera mungkin diberitahu. Bahkan

hakim atau pelabat yang berwenang tanpa menunda waktu harus

mempertimbangkan untuk mengeluarkan anak tersebut dari
penangkapan dan penahanan. Kontak antara aparat penegak hukum
dengan anak pelaku pelanggaran harus didasarkan pada cara-cara :

menghormati kedudukan hukum dari si anak, memajukan keseiahteraan

anak, dan menghindarkan hal-hal yang dapat merugikan si anak.

Penangkapan atau penahanan yang dilakukan memliki batas

waktu dan pola yang berbeda dibanding dengan orang dewasa yang

melakukan kejahatan. Penahanan sementara dilakukan sebagai tindakan
terkhir serta dilaksanakan dalam tempo sesingkat mungkin. Namun

penahanan sementara sejauh mungkin agar diganti dengan tindakan-
tindakan alternatif lainnya. Selama dalam tahanan seorang anak

mendapat pemeliharaan, perlindungan, dan semua kebutuhan individu

1,29



I

2

2

:

k"l
m(

Sar

Te

ke

Re

Dr

be

SE

Rr

OI

te

P(

al

te

SE

yang diperlukan, pendidikan, lapangan pekeriaan, kejiwaan, kesehatan,

sesuai dengan usia, jenis kelamin dan kepribadiannya. Kejiwaan yang

terluka akan membuat anak di masa depan akan mudah membuat orang

lain ikut terluka, sehingga kejahatan tidak berhenti begitu saja dengan

adanya pemenjaraan. Azwar Anas menyampaikan dalam tulisannya

bahwa Adanya penerapan diversi ini lebih mengutamakan usaha

memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan

(Hambali, zorg)

Agar pelaksanaan diversi ini dapat lebih mudah diialankan maka

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

membuat peraturan menteri Nomor r8 Tahun zor5 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Peraturan

Menteri ini akan membantu proses berjalannya Undang-Undang Sistem

Peradilan Pidana khususnya saat ABH dalam proses penyidikan dan

penuntutan. ABH tidak digabung dengan tahanan dewasa lainnya

sehingga tidak mengalami tekanan ganda. ABK akan di masukkan dalam

LPKA yang tetap akan memperhatikan proses pendidikan anak

meskipun dalam proses hukum sehingga anak tidak akan kehilangan

masa depannya.

Namun ternyata tidak semua daerah memiliki LPKA, sehingga

terdapat alasan-alasan mengenai tidak ada tempat untuk menempatkan

ABH pada tempat yang selayaknya anak selama menjalani proses

hukum. Alasan yang demikian pada akhirnya menempatkan anak pada

lapas yang sama dengan orang dewasa. Pada beberapa daerah ABH

digabung dalam TAPAS (lembaga Pemasyarakatan) tahanan dewasa

karena tidak memiliki LPKA. Saat ini pemerintahan Propinsi Jawa Timur
telah memiliki LPKA khusus anak di daerah Blitar dan bekerja sama

dengan pemerintah kota Surabaya memiliki Unit Pelaksana Teknis

Rehabilitasi sosial Anak Nakal dan korban Napza Surabaya (UPT

REHSOS ANKN). UPT Rehsos ANKN merupakan gabungan dari dua

UPT yaitu UPT yang menangani korban NAPZA dan UPT yang

menangani anak nakal. Salah satu tujuan didirikan adalah memulihkan
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Sasaran kegiatan untuk UPT ini adalah:

r. Anak nakal

z. Orangtua/keluarga/ pengampu klien
z. Lingkungan sosial (ketetanggan, sekolah dan lingkungan kerja)

3. Lingkungan sebaya

4. Masyarakat

Terdapat penggolongan dan Persayaratan bagi ABH yang dapat masuk

ke LPSA, agar dapat difokuskan kegiatan UPT tersebut. Untuk golongan

Reguler yang dapat masuk adalah :

a. Umur antara r5 - , r8 tahun
b. Ada pengampu (orangtua/wali) yang berpartisapasi dalam

proses rehabilitasi sosial

c. Anak berperilaku nakal seperti : Mencuri, berjudi, keluyuran,

berkelahi, tawuran, melawan orangtua, mengganggu

lingkungan, bolos sekolah, mengompas/memalak, memperkosa,

membunuh, atau gabungan dari beberapa hal diatas

d. Pelaku ABH ada surat rujukan dari Lapas anak yang menyatakan

tinggal menialani tahap rehabilitasi sosial

Dengan adanya LPSA ini, maka ABH tidak perlu harus tinggal di lapas

bersama dengan orang dewasa. Kecenderungan untuk berperilaku
seperti pelaku keiahatan diharapkan dapat makin dikurangi. Beijing

Rules menegaskan pentingnya dilibatkan peran bantuan hukum dan

orang tua. Pengampu (orangtua atau wali) sangat berkepentingan

terhadap masa depan anak sehingga harus dilibatkan dalam proses

pendampingan anak. Termasuk didalamnya dengan adanya pengampu

akan mempermudah anak untuk memperoleh bantuan. Bantuan hukum
tersebut diperoleh dalam upaya memberikan jaminan bagi anak,

sehingga bantuan hukum dapat diperoleh dengan cuma-cuma. Adapun
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peran orangtua dan wali dapat dilihat sebagai dorongan secara

psikologis dan emosional bagi si anak.

Sebagai tempat penitipan sementara bagi ABH yang masih

berproses dalam hukum, maka harus tetap memberikan surat dari
instansi terkait agar dapat diketahui tingkatan proses litigasinya. Profesi

yang terlibat di LPSA adalah yang dibutuhkan bagi setiap detail
kebutuhan anak yaitu : pekerja sosial, dokter, psikiater, perawat,
psikolog, konselor adiksi, pembimbing keagaman, instruktur
ketrampilan, unsur ABRI dan kepolisian, tenaga administrasi, tenaga

pengamanan, juru masak dll. Pemerintah kota Surabaya sudah

menyadari kebutuhan anak untuk dilindungi sehingga dikeluarkan
Kepwali Kota Surabaya Nomor 188.45lz6z1436.r.zlzo14 tentang Tim
Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota
Surabaya

Kesimpulan
Tidak hanya pada proses penyidikan dan penuntutan ABH tetap

dilindungi, pemberian putusan dalam pengadilan serta proses menjalani
masa tahanan juga tetap harus dilindungi. Masalah yang perlu
diperhatikan oleh hakim sebelum mengambil keputusan adalah

perlunya memperhatikan latar belakang dari kondisi anak pelau tindak
pidana. Persoalan tersebut dapat diperoleh melalui suatu hasil studi
(social effirt) yang menggambarkan latar belakang sosial si anak
sehingga dia melakukan suatu tindak pidana. Berbeda pada kategori
pertama, pada kategori yang menjadi dasar kekhususan adalah subjek
yang terlibat. Pada pengadilan anak subyek yang menjadi sumber
kekhususan adalah tersangka / terdakwanya, dalam hal ini yang berusia
antara 8 - r8 tahun. (Sulistiyono & Ishariyanto, zor8)

Usaha-usaha pemidanaan anak, harus non viktimisasi (jangan

menimbulkan korban terhadap anak tersebut), baik yang non-struktural
(fisik) maupun struktural (sosial). Pemidanaan terhadap anak bukan
merupakan balasan atas perbuatannya. Kalaupun anak harus
bertanggung jawab atas perbuatannya yang nerugikan orang lain, maka
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haruslah ditekankan kepadanya bahwa bentuk hukuman bukanlah
harga mati atau pembalasan atas perbuatannya. Dengan demikian akan

lebih tercipta keadilan. Keluarga dan masyarakat sekitar diharapkan
memiliki kemampuan untuk menyadari bahwa anak tetaplah anak, yang

masih memiliki keterbatasan dalam pola pikir dan fisik sehingga perlu

dilindungi dan dibimbing agar menjadi manusia dewasa yang memiliki
tanggungjawab kepada dirinya dan lingkungannya. Tidak memaksa anak
untuk berpikir seperti orang dewasa pada umumnya.
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